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PENYERAHAN BKK DANAIS TA 2025

KR-Dewd Pormana

Gubernur DIY Sri Sultan HB X secara ;lmbohs menyerahkan BKK Dana Kelstimewaan
TA 2025 kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan. .

YOGYA (KR) - Bantuan
Keuangan Khusus (BKK)
menjadi instrumen strategis
untuk menerjemahkan ke-
wenangan keistimewaan
DIY dalam benfuk nyata.

Demikian dikatakan Gu-
bernur DIY Sri Sultan Ha-
mengku Buwono X dalam
'Kepyakan Arahan dan Pe-
nyerahan Simbolis Bantuan
Keuangan Khusus Dana Ke-
istimewaan Tahun Anggaran
2025 kepada Kabupaten/
Kota dan Kalurahan oleh Gu-
bernur DIY', yang diseleng-
garakan Pemda DIY melalui

Paniradya Kaistimewan DIY,’

Jumat (20/12) di Bangsal Ke-
patihan, Kompleks Kepati-
han, Danurejan, Yogyakarta.

Lebih lanjut Sultan me-
ngatakan, BKK bukan sema-
ta mekanisme distribusi ke-
uangan, tetapi juga sebuah
wujud tanggung jawab
bersama antara Pemerintah
Daerah DY, Kabupaten/
Kota, dan Kalurahan.

Di dalamnya terkandung
hak dan kewajiban meliputi
hak untuk ikut berkontribusi
dalam pelaksanaan keisti-

mewaan serta kewajiban un-
tuk menjaga integritas pe-
laksanaannya. “Tentu mela-
lui ketaatan pada aturan,
tanggung jawab, dan orien-
tasi pada hasil nyata yang
dapat dirasakan masyara-
kat," kata Sultan.
Mekanisme BKK, menu-
rut Sultan, memiliki peran
penting dalam menggerak-
kan Grand Design Keistime-
waan DIY, yang telah disu-
sun dengan sangatterarah.
"Melalui 12 peta jalan dan
11 strategi implementasi
serta terintegrasi dengan
target-target RPJMD DIY
2022-2027, pelaksanaan
BKK diharapkan mampu
menjawab berbagai tanta-
ngan pembangunan dae-
rah," kata Sultan pula.
Dengan pendekatan ini,
lanjut Sultan, kita tidak ha-
nya menyinkronkan kinerja
antara Pemerintah DIY, Ka-

bupaten/Kota, dan Kalura-

han, tetapi juga meningkat-
kan kualitas indikator pem-
bangunan makro dan mikro

di DIY dalam skema 'Tatas,

Tutus, Titis, Titilan Wibowo'.

Duelaskan tatas berartl

selalu berorientasi pada ke= FGD Evaluasi - Penyusunan |
Usulan Penyesuaian Pro-

butuhan riil masyarakat,
menciptakan solusi yang ino-

* vatif dan tepat guna. Tutus

bermakna setiap langkah
harus dijalankan dengan to-
talitas berbasis pada out-
come serta impact nyata,

yang dapat dirasakan oleh'

masyarakat luas.

Titis bers:kap kolaboratif
dan presisi dalam meran-
cang kebijakan dan program,
memastikan segala hal di-
rencanakan dengan harmoni
dan ketepatan. Sedangkan
titi menuntut ketelitian, baik
dalam pelaksanaan pro-
gram, kegiatan maupun ad-
ministrasinya, agar tidak ada

celah bagi kesalahan yang

merugikan.

"Akhirnya semua itu ber-
muara pada wibowo, sebu-
ah tataran di mana peme-
rintah meraih kewibawaan

sejati, bukan dari kekuasaan

semata, tetapi dari keperca-
yaan dan kesejahteraan
yang dirasakan masyara-
katnya," jelas Sultan.

Diharapkan, hendaknya s

Sabtu, 21 Desember 2024

»Sultan* BKK Menjadl Instrumen Strategls

momentum Penyerahan
Bantuan Keuangan Khusus

Dana Keistimewaan Tahun

Anggaran 2025 kepada Ka-
bupaten/Kota dan Kalura-
han, benar-benar dapat
menjadi sarana percepatan

pembangunan, menuju tuju-
an untuk meraih makna ha-'

kiki keistimewaan, yaitu pe-

ningkatan martabat masya- |
- rakatDIY. j :
Sebelumnya, dalam Iapo-.;.,
rannya Sekda DIY Drs Beny

- Suharsono MSi mengatakan, |
Pemerintah Pusat menetap- |
kan ‘pagu definitif Dana Ke-'
istimewaan DIY Tahun Ang-

‘garan 2025 sebesar Rp 1,2
“triliun. Penetapan ini ber-
dasarkan hasil kesepakatan

gram, Kegiatan dan Sub Ke-
‘giatan Dana Keistimewaan
“Tahun Anggaran 2025 yang
dilaksanakan di Jakarta, 11-
13 Desember 2024.

Dikatakan, berdasarkan
_hasil kesepakatan penitaian
' penyesuaian program dan

kegiatan keistimewaan da-
pat diperoleh rincian alokasi
dana keistimewaan masing-

masing urusan, yaitu Urusan.

Kelembagaan Rp 95,7 mili-
ar, Urusan Kebudayaan Rp
760 miliar, Urusan Pertana-

han Rp 58,8 miliar dan Uru-

san Tata Ruang Rp 28 ‘
~miliap g & S Si‘

Sedangkan alokasi Dana
Keistimewaan TA 2025 per-
wilayah untuk Daerah -lsti-
mewa Yogyakarta Rp 932,6
miliar, Kota Yogyakarta Rp

45,9 miliar, Kabupaten Ban- |
tul Rp 37,1 miliar, Kabupaten
Kulon Progo Rp 103 miliar, |

Kabupaten Gunungkidul Rp

41,5 miliar dan Kabupaten |

Sleman RR 396 miliar.
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